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INFORMASI INFORMASI ABSTRAK

Volume: 4 Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan harta
kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul

KATAKUNCI maal dimulai sejak Nabi Muhammad SAW sampai khulafaur rasyidin,
perkembangannya sangat maju dan cepat dalam memenuhi kebutuhan umat islam

Konsep Baitul Mall Rasulullah dan menjadi cikal bakal sebuah peradaban islam khususnya dalam keuangan. Di

SAW Dan Khulafaur Rasyidin, Indonesia, penerapan prinsip-prinsip konsep baitul mall yang diterapkan Rasulullah

SAW dan Khulafurasyiddin masih relevan dalam upaya mengatasi masalah
kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi berbasis keumatan.
Pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh seperti BAZNAS dan LAZ dan
Pajak dikelolah Oleh Direktorat Jendrak Pajak (DJP) pada pajak nasional dan
BAPENDA untuk pajak daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam dari konsep Baitul Maal pada system pengelolaan zakat dan pajak yang
diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahannya dan pada masa
Khulafaurrasyidin, dan mengkaji berbagai instrumen konsep Baitul Maal pada
system pengelolaan zakat dan pajak yang digunakan pada masa tersebut, serta
menjelaskan bagaimana konsep tersebut mampu mendukung terwujudnya system
ekonomi yang adil dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan social.

Pajak, Zakat Indonesia

1. Pendahuluan

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah
ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama islam. Sejak masa Rasulullah SAW, ekonomi islam telah menekankan pentingnya
keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan umat dan menjadi pondasi utama bagi tatanan ekonomi berbasis syariah, sementara
periode Khulafaur Rasyidin menandai implementasi nilai nilai tersebut dalam skala yang lebih luas dan kompleks. Rasulullah
saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup
masyarakat, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi
perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh
seluruh masyarakat. Konsep keuangan yang dibangun Rasullah SAW untuk mengatasai masalah ekonomi umat adalah
Pembentukan Baitul Mal, Baitul Mal digunakan untuk penyimpanan kekaayaan harta negara dengan mengelola dana umat
Islam: seperti Zakat, Infaq, Almus, Qarazi, Jizya, dll. Baitul Maal didirikan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan menjadi
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kepala negara. Baitul Maal bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua orang. Setelah Rasulullah
SAW wafat, kepemimpinan Negara Islam dan juga pengelolaan ekonomi dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin.

Pada masa Rasulullah, kebijakan ekonomi lebih bersifat langsung dan individual dan pada masa Khulafaur Rasyidin, ekonomi
Islam berkembang menjadi lebih terstruktur dengan institusi seperti Baitul Maal. Konsep Baitul Maal mengatur kebijakan
pajak seperti jizyah, kharaj, dan pengelolaan zakat yang lebih terorganisir turut memperkuat sistem ekonomi Islam. Indonesia
merupakan negara demokratis dimana masyarakatnya tidak dipaksakan untuk memeluk suatu agama tertentu. Negara
Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap kebijakannya didasari Undang-Undang, begitu pula dalam kebijakan
perpajakan dan pengelolan zakat. Kebijakan Pajak diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Perpajakan dan Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU
No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (Budgetair) yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang dana nya di
salurkan untuk kepentingan negara dan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum. Zakat sebagai salah satu system
distribusi islami terhadap kekayaan dan pendapatan seseorang tentu menjadi harapan besar bagi kaum muslimin untuk dapat
menjadi salah satu solusi bagi permasalahan sosial ekonomi pada kemaslahatan umat yang terjadi di tengah-tengah
kehidupan mereka baik berupa masalah kesenjangan yang sangat tinggi maupun dalam bentuk masalah lain. (Rifai n.d.).
Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan
kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. (Ali 2021) begitu pula pada
zakat yang mana zakat diwajibkan kepada orang orang yang telah memiliki harta tertentu pada batas kepemilikan tertentu
(nishab) dan diperuntukkan untuk orang-orang yang telah ditentukan pula. Dalam mendistribusikan dan mengelola dana
zakat diperlukan penanganan konsep manajemen secara tepat untuk kemaslahatan umat. Begitupula pada pajak yang harus
dikelola dan disalurkan secara tepat untuk kepentingan negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dari konsep Baitul Maal pada system pengelolaan zakat dan
pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa awal pemerintahannya dan pada masa Khulafaurrasyidin, dan
mengkaji berbagai instrumen konsep Baitul Maal pada system pengelolaan zakat dan pajak yang digunakan pada masa
tersebut, serta menjelaskan bagaimana konsep tersebut mampu mendukung terwujudnya system ekonomi yang adil dalam
masyarakat untuk mengurangi kesenjangan social . Rumusan masalah yang diangkat meliputi dua aspek utama: pertama;
Pertama; konsep Baitul Maal apa saja yang digunakan dalam sistem pengelolaan zakat dan pajak pada masa Rasulullah SAW
dan Khulafaurrasyidin, Kedua; bagaimana relevansi dari konsep Baitul Maal pada system pengelolaan zakat dan pajak yang
diterapkan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin dengan system pengelolaan zakat dan pajak yang di Indonesia. Dengan
mengangkat permasalahan tersebut, tujuan penelitian dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang
konsep Baitul Maal pada system pengelolaan zakat dan pajak di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaurrasyidin, serta
mengidentifikasi relevansi konsep tersebut di era sekarangan, khususnya di Indonesia, sebagai upaya untuk mewujudkan
sistem ekonomi yang berkeadilan social sebagai mana pada sila ke 5 pada pancasila

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian
kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian dengan mengkaji mengenai konsep dan
teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah tentang Konsep Baitul Maal Pada Pengelolaan Zakat dan Pajak di Masa Rasulullah. SAW dan Masa Khulafaurasyiddin.

2. Hasil dan Pembahasan

Lembaga Baitul Mall (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan social yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini
berfungsi sebagai tempat penyimapanan keungan Negara (Andri, 2009). Kekayaan baitul mall yang terbesar berasal dari zakat
dan uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat yang tergantung pada petunjuk
imam atau para wakilnya. Yang masuk ke kas baitul mall adalah seperlima (khumus) dari ghanimah dan pajak hasil tambang
serta harta temua. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Tapi pada
hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos
penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay’, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program
pembangunan yang menjadi kebutuhan negara dan harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan
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kehendak syarak. Sebagai amanat Allah SWT dan kaum muslimin. Pendistribusian harta baitul mall harus dipertimbangkan
secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syari“at.

2.1 Konsep Zakat Di Indonesia.

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat
dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang,
termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan
Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.
Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat
dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.
(Afrina 2018). Dalam manajemen pengelolaan, ada 4 hal yang menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga
yakni penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian

2.2 Konsep Pajak Di Indonesia

Pajak merupakan pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan, berperan mensejahterakan
masyarakat untuk di Indonesia. Pengenaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengatur keuangan suatu negara,
termasuk di Indonesia. Bahkan, pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi Indonesia. Di indonesia pajak dikelola oleh
lembaga Direkotorat Jendral Pajak yang mempunyai kewenangan mengenai hal perpajakan di Indonesia. Ada beberapa jenis
pajak yang berada di Indonesia menurut UUD Republik Indonesian yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang dikelolah oleh
daerah BAPENDA masing masing yaitu:

Berdasarkan Cara Pemungutannya terdiri PajakLangsung dan Pajak Tidak Langsung, Pajak Langsung adalah jenis pajak yang
harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak Tidak
Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain untuk ditanggung.

Berdasarkan Sifatnya terdiri dari Pajak Subjektif dan Pajak objektif, Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang menitikberatkan
pada subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wajib pajak, Pajak Objektif adalah pajak yang berfokus
pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi individu wajib pajak.

Berdasarkan Lembaga Pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan daerah, Pajak Pusat adalah pajak yang dikumpulkan oleh
Pemerintah Pusat untuk keperluan fiskal Negara seperti Pajak Penghasilan, PPn, PPh, PBB, BPTHB, Bea Materai, bea cukai dan
lain lain, Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan fiskal daerah. Seperti pajak
kendaraan, pajak bahan bakar, pajak restaurant, pajak hotel, pajak lampu jalan dan lain lain.

2.3 Relevansi Zakat dan Pajak Dalam Konsep Baitul Mall Pada Perekonomian Indonesia

Perkembangan baitul maal semakin cepat dengan mengikuti perluasan islam yang semakin luas, cikal bakal baitul maal yang
dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW diteruskan oleh khulfaur rasyidin. Sumber dana baitul mall hanya memiliki
dua sumber yang pasti, yaitu fa“i (upeti) dan sedekah (zakat). Fa"i ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan
melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta fa“i antara lain jizyah dan kharaj
(pajak tanah) dan hibah.

Pengelolaan zakat yang sesuai syariah mencakup akurasi dalam penghitungan, kejelasan dalam penentuan jumlah, dan
ketepatan dalam distribusi kepada delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu
sabil. Islam mengenal pajak berasal dari kata “dharibah” yang berarti dana yang ditarik dari rakyat oleh pemerintah atau
penarik pajak. Sedangkan pajak dalam pasal 23 A UUD 1945 pajak dedefinisikan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh
Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam
jangka waktu dua belas bulan. Pada masa pemerintahan Rasulullah pajak yang diterapkan berupa pajak tanah (kharaj), pajak
atas jaminan keamanan yaitu pajak yang dipungut dari non-muslim yang meminta perlindungan/keamanan dibawah
pemerintahan muslim (jizyah), dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyr). Zakat dan pajak hampir sebagian besar
Digunakan untuk kepentingan berdakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan
sosial, belanja pegawai dan infrastruktru Negara.
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Di Indonesia, meskipun konsep Baitul Maal tidak semua yang dapat di adopsi di Indonesia, karena ada beberapa
perkembangan zaman yang telah berubah dari zaman rasulullah SAW dan Khulafaurasyiddin dengan zaman sekarang yang
menjadi kebutuhan negara, indonesia merupakan negara mayoritas islam yang mana besar penduduknya adalah masyarakat
muslim hal ini yang menajadi adanya keengganan sebagian besar warga muslim yang merasa keberatan dengan adanya
kewajiban ganda (double tax) karena selain membayar pajak, masyarakat muslim juga wajib mengeluarkan zakat
sebagaimana perintah dari agamanya.( Andriani & Fathya, 2013). Jika Pajak dinilai sebagai pengabdian terhadap negara untuk
kepentingan dunia maka zakat dinilai sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Untuk kepentimgan akhirat. Sebagaimana yang
diejaskan dalam al quran Surah Al-Qashash Ayat 77 yang berbunyi :

Shaniall Sad ¥ al B (Y1 8 Sl 15 Y 5 S A (LAl G Gl 3 WA (e Slial 0B V55081 I & @ﬁ‘\&;@@;\j
Terjemahan:

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan
bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

3. Kesimpulan

Perkembangan baitul maal dari mulai lahirnya lembaga baitul maal pada zaman nabi muhammad SAW sampai khulaufaur
rasyidin bahkan sampai saat ini, terus berkembang dengan pesat meskipun ada masa-masa nya kejayaan dalam membangun
kualitas hidup umat yang lebih baik. Baitul maal berkembang dengan kebijakan kebijakan yang dapat berkontribusi kepada
umat dengan berjalanya arus pendapatan dan pengeluaran baitul maal yang stabil. pengelolaan zakat yang sesuai syariah
mencakup akurasi dalam penghitungan, kejelasan dalam penentuan jumlah, dan ketepatan dalam distribusi kepada delapan
asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil dan pengelolan pajak yang dilakukan
oleh direktorat Jendral Pajak dan BAPENDA meskipun banyak yang sudah berbeda dengan sistem pajak masa raslullaah SAW
dan Khlufaur Rasyidin akan tetapi setiap pengeelolannya untuk kebutuhan negara yang akan juga dinikmati oleh
masyarakatnya. Secara konsep zakat maupun pajak merupakan suatu iuran yang dibayarkan masyarakan guna dikelola dan
didistribusikan oleh negara sesuai peruntukannya, zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf sedangkan pajak dapat
digunakan untuk pembangunan negara guna memfasilitasi warganya. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan,
zakat dan pajak dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan negara yang tidak hanya mengedepankan keberlanjutan
ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
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